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MOTTO 

 

HAL YANG TERPENTING 

DALAM HIDUP  

BUKAN TERLETAK PADA  

KEMENANGAN,  

TETAPI PADA USAHA 

UNTUK MERAIHNYA. 
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                       Papa, Mama 
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ABSTRACT 

 

Claudio Fransiskus Xaverius Wullur, 2018. LEGAL ENFORCEMENT OF 

CRIMINAL ACTIONS DONE BY COMMUNITY ORGANITATIONS 

FROM LAW REGULATION PERSPECTIVE NUMBER 2 OF 2017 

ABOUT AMENDMENT OF LAW NUMBER 17 OF 2013 ABOUT 

COMMUNITY ORGANIZATION 

Supervised by James V. L. Pontoh, S.H., M.H and Dr. Valentino 

Lumowa. 

 Nowadays, Community Organizations are growing rapidly in Indonesia. 

Instead as a tool of the community aspiration to unite Indonesia, these community 

organizations divided the social community into groups. Besides the differences of 

opinion, there are many community organizations that occur and do deviant 

activity. Even though there are laws regulating the community organizations, but 

still, there are so many deviant community organizations occur. The 

implementation of the law that has not been maximized because some of 

community organizations led by someone who has political power or a religious 

leader so that, in practice, community organizations do not become a place to 

express people's aspirations, instead they become tools of the organizational 

leaders for personal interests or purposes. With the political power of the leaders 

or in the name of a religion, the leaders or the members of the organizations often 

escape the implementation of law. The courage of law enforcement officials is 

needed to implement the law and will be very influential to the problems of the 

community organizations that we face today. 

Keywords: Community Organization, Implementation of Sanctions, Leadership 

of Deviant Organizations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Claudio Fransiskus Xaverius Wullur, 2018. PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH 

ORMAS DARI PERSPEKTIF PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 

TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. 

Dibimbing oleh James V. L. Pontoh, S.H., M.H dan Dr. Valentino 

Lomowa. 

 Dewasa ini, organisasi masyarakat tumbuh pesat di Indonesia. Tetapi 

bukan menjadi sarana aspirasi masyarakat untuk menyatukan Indonesia, 

organisasi masyarakat malah menjadi pemecah-belah kelompok masyarakat. 

Selain munculnya perbedaan-perbedaan pendapat, sangat disayangkan banyaknya 

organisasi masyarakat yang melakukan aktivitas menyimpang. Walaupun sudah 

ada undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat, namun 

nyatanya masih begitu banyak organisasi masyarakat yang menyimpang. 

Penerapan hukum yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa organisasi 

masyarakat dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuatan politik atau pemuka 

agama sehingga dalam praktiknya organisasi masyarakat tidak menjadi tempat 

mengemukakan aspirasi masyarakat malah menjadi alat dari para pimpinan 

organisasi untuk kepentingan atau tujuan pribadi. Dengan kekuatan politik 

pimpinan atau mengatasnamakan agama, pimpinan maupun anggota organisasi 

sering luput dari penerapan hukum. Perlunya keberanian dari aparat penegak 

hukum untuk menerapkan hukum akan amat sangat berpengaruh dalam 

permasalahan organisasi masyarakat yang kita hadapi saat ini. 

Kata Kunci : Organisasi Masyarakat, Penerapan Sanksi, Pimpinan 

Organisasi yang Menyimpang. 
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